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PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAT KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAL DALAM MENAMPUNG DAN MENINDAKLANIUTI ASPIRASI
MASYARAKAT MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAIUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK

Dengan keluarnya Undang-undang Ne 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

care Updang-undang  tersebur febibh menitik berakan tentane masalal
= = ] L

cembangunan pemenntaban & daerah oserla penpaturan masalah uresan tumah
snzzanya vang memjadi kewenangan pemenatah sesuai dengan prinsip atonomi
—=rzn yang berdusarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 42 avat |
sdang-Undang Mo 32 Tabun 2004 entang Pemerintaban Daerah menvebutkan
e, Dewan Perwakilan Rakyat Duerah adalah suaiu lembaga perwakilan sakvat
vang  berkedudukan di wilavah  kabupaten  scbagai mitrn cksckutit  dalam
menyelengearakan  pemennlaban daerah  seria memiliki fungsi,  tugns  dan
kewajibannya sesuan denpan Undang-Undang vange berlaku, Dowan Perwakilan
Rakvat Daoerah  sebagai  wakil rakvat, akan menadi wakil mbvat vang
mempertahankan aspirasi masyarakat Kepada pemerineab vang menjadi kesejaberaan
masvirmkat.

Dan hal lerseiut diatas, maka penuls ingin melihat dar mendalami
pelaksanaan  peranan Dewan  Perwakilan  Rakyvat Daerah Mentawar  dalam
menmnpung dan menindakianjute aspirasi masyvarakat, untuk ite penulis melakukan
penelitian lapangan di instaosi pemernntah Provinst Sumatera Barat, Kantor DPRD
Mentawal serta melakukan wawancarn kepada Ketua dan anppots DERD Mentawai
dan orang-orang tertenfe unluk mendapatkan dog yang penuliz perlukan sesugi
dengars judul sknpsi,

setelah penulis melakukan penelitian, maka berdisarkan data-data penulis
perolch,  penulis berkesimpulan babwa  dalam pelaksanazn "Peranan Dewan
cerwakilan Rakyat Daerah Mentawar dalam menampurg dan menindaklanjui
aspirast - masyarakat menurul Undang-Undang Noo 32 Tahun 2004 lentang
Femerintaban Daerah sudah dilakukan sepenuhnyva berlssarkan peraturan-peraluran
cacrah yang menyvangkut dengan- otonomi, akan tetapl menuret hemal penulis,
Jndang-Usdang  terscbut masth memiliki kelemahan ensazma dalam
pengimplementasiannya di daerab dan belum berjalan sehaganmana mestinya



BABRI
PENDANULUAN

A Latar Belakang

Menurut pasal 40 umdang undang Nomor 32 Tahon 2004 lentang
Pemenniahan Daerab, PRI merupakan lembapa peraakian raksvat deerah dan
berkedudukan sebhagal unsur penyelenguaraan pemenimahan daerah.’

DFRD sebapsi lembaga perwakalan rakyat di daerab merupaksn wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasily. DPRD sebogai badan
legislatif daerah berkedudukan segmar den menjadi mices Jdar pemerinah daerah,
Dalam kedodukannyn sebagay badan legisianl daerah. DPRED bukon merupakan
bagian dan pemerintah daerah. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan,
kemisi-komisi, dan panita-panita. DPRD membentuk (raksi-fraksi vang bukan
merupakan alat kelenokapan DPRT S

susunan pemerintaban dacmah otonom mehpuli DPRD dan pemerimah
dacrah. DPRIDY dipssubkan dari pemerintsh daerah denpan maksued untuk lebih
memberdayakan DPRD dan meningkatkan  pertanppunpjawaban pemerintah
daerah kepada rakyat. Karena tu, hak-hak DPRT cukup luas dan diarahkan untuk
menverap serta menvalurkan aspirasi masyarakat menjad kebigakan dacrah dan

mulakukan fungst pengawasan.”

Undang=undang Momor 32 Tabun 2004 Pasal 40 Tentang Pemenisgahan Daerah

Dedi Suprinydi Bramsesomal dan Dadang Sofihing Oresomd Penpelengparaos
Permerintafian haerak, Cetakan Keempal, 2000
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Penvelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanva lerdapat di
pusat pemerintahan saja Pemerintab pusal membest wewenangrva  kepads
pemenintah daerah untuk menyelenggarakan pemenintahannva sendind, dan di
indencsia vang di maksud dengan pemerintaban daemab adslah penvelenuparaan
urusen pemenntahan oleh pemerintah dacrah dan DPRTY menueul gsas otonom
dan tugas pembantuan dengan prinsip olonomi vang seluas luasiva dalam sistem
dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,

Sedangkan dalam penyelenggarann pemerintahan di duersh, dilaksanakan
dengan asas Desentralisasi, vailu penverahan wewenang  pemenniahan  oleh
pemerintab kepada daecah otonomi untuk mengatur den mensurus urosan
pemerimtahan dalam sistern MNegara Kesatoan Republik Indinesia Disamping ite
juga melaksanakan dekonsentrast vaitu Pelimpahan wewenang pemerintahan alel
pemerintah kepada Cubernur sebagai wakil pemerintab dan atau kepada instansi
vertikal, dan sertz melaksanakan lugas  pembanstuan, vaitu penupasan  dari
permerintahan kepadn dacrah dan ataw desa dar pemeniniahan provinsi kepads
kabspaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tuyeas tertentu.

Dalam menyvelenggarakan pemernintah i dacrah. di perlukan perangkat-
perangkat dan lembaga-lembaga unuk menvelensparakan plannye pemernmiaban
o daerah schan-hari Sebagaimana halnva di pusal negara, peranpkat-perangkal
dan lembaga-lembaga docrah bissanya merupakan refleksi dard sisterm vang ada di
pusat negara, Unluk memenuhi Fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasazn
regislanf daerah sebagmmana di pusat negara dr dacrah di bentak pula lembags

perwakilan rakyat, dan fembops ind biosa di kensl stau di namakan Dewan



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Lalam bab i, dopat disimpuelksn sehagan berikos

1.

L

PPelaksanaan peranan DPRD di Daerah Kabupsten Kepulavan Mentawai,
DPED sebapa penvelenpgara Pemerintahan hars membern konsckwens|
bahwi baik buruknya tormulast wgas vang dibeciban oleh DPRED barena
itu sangat logis bila dikatakan bahwa bualitas kerja pemoenniahan daerah
ditentukan aleh kualitas kerja DPRD, sementars kualitas kena DPRD
sangal ditentukan aleh kermnampuan parz angpotanyva untuk memashami dan
menyerap aspias: masyarakat yang berkembang di tiap-tiap pelosok
daerah. k

DPREY sebagar lembags perwakidan rakvat daeral merupakan wadah,
dimana para wakil rakyat berbicars atas nama Jdan kepentingan rakvat,
karena iy yang paling diharapkan oleh selurub elemen masvarakal dari
anggota DPRD, merasakan kepentingan rakvat seperti kepentingan sendird
bukan sebaliknya. mengalihkan kepentingan sendir atas nama rakyat,
DPRD schaga wakil rakyat harus betul-betul melaksanakan weas dan
fungsinva sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yarg berlaku dan peraturan lain yang ditetapkan aleh Kepala
Dacrah yang dianggzap tdal bertentangan dengan peraturan vang lehih

lingal.
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